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BUPATIBOJONEGORO 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI BOJONEGORO 
NOMOR 28 TAHON 2017 

TENTANG 

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN BOJONEGORO TAHON 2 0 18 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATIBOJONEGORO, 

a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan 
in~tr1Jme!1 eval~~~i terh~dap penye!enggM~M 
Pemerintahan Daerah dan sebagai pedoman 
penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan 
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) serta 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pemeangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa 
kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015, Pasal 33 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan 
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah, dan Pasal 129 ayat (2) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 
2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Dacra.'1, maka Rencana Kerja Pcmcrintah 
Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018; 

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam 
Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nqmqr ~ T~un 19gg (~ml;!~@ Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 
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2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan A..'ltara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negera 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tcntang 
Tata Cara Pertang.,nungjawaban Kepala Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan \l/aldl Kepala 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 2 10, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 
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13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Tahapa.'1, Tata Cara, Penyusunan Pengendalian dan 
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4817); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 

16. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2015-2019; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
lentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 
Tahun 2011; 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, 
Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 
Pembangunan Daerah; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 
tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan 
Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah 
Tahun 2018; 

22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 
2014 ten tang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019; 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 7 
Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Mcncngah Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-
2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 
2014 Nomor 4); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 16); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN 
PEMERINTAH 
TAHUN 2018. 

BUPATI TENTANG RENCANA KERJA 
DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 
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Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
l. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro. 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupalen 

Bojonegoro. 
3. Bupati adalah Bupati Bojoncgoro. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yan.g selanjutnya 

disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kabupaten Bojonegoro. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 
2005 - 2025, yang selanjutnya disebut RPJP Nasional 
adalah perencanaan pembangunan nasional untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 
2005 sampai Tahun 2025. 

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010 - 2014, yang selanjutnya disebut RPJM 
Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan 
nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 
Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2014. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Jawa Timur Tahun 2005 - 2025, yang selanjutnya 
disebut RPJPD Provinsi adalah dokumen perencanaa.'1 
pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur untuk 
periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 
2005 sampai Tahun 2025. 

8 . Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Provinsi Jawa Timur Tahun 2013-2018, yang 
selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jawa 
Timur untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak 
Tahun 2013 sampai Tahun 2018. 

9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005 - 2025, yang 
selanjutnya disebut RPJPD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten 
Bojonegoro untuk periode 20 (dua puluh) tahun 
terhilung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 
2025. 

10. Rencana Pembangunan Jangka Mcnengah Daerah 
Kabupaten Bojonegoro Tahun 2013-2018, yang 
selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen 
perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 
(lima) tahun terhitung sejak Tahun 2013 sampai Tahun 
2018. 

11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disingkat dengan Renstra Satuan Kerja 
Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan 
Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

12. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya 
disingkat RKPD adalah dokumcn pcrcncanaan Dacrah 
untuk periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan 
rencana pembangunan tahunan Daerah. 



5 -

13. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang 
selanjutnya disebut Renja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 

14. Kcbijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA 
adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang 
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang 
mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 

15. Priorita.s dan Plafon Anggaran Sementara yang 
selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program 
prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang 
dibcrikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk 
setiap program sebagai acuan dalam penyusunan 
Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daeral1 (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah. 

16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang 
diinginkan pada akhir periode perencanaan. 

17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya 
yang akan dilaksanakan untuk mev,1ujudkan misi. 

Pasal 2 

(1) RKPD Tahun 2018 dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 
dan berakhir tanggal 31 Desember 2018. 

(2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dinlaksud pada ayat (1) 
sebagaimana tercantum dalam: 
a. Lampiran I : Dokumen RKPD Tahun 2018; dan 
b. Lampiran II : Matriks Rencana Program dan 

Kegiatan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah pada RKPD Tahun 2018, 

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

Pasal 3 

(1) RKPD Tahun 2018 merupakan penjabaran dari visi dan 
misi Bupati terpilih sebagai implementasi RPJMD, yang 
memuat: Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah, 
Prioritas Pembangunan Daerah, dan Rencana Kerja 
serta Pagu Indikatif Pendanaannya. 

(2) RKPD Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatas menjadi: 
a. pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dalam menyusun Renja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah Tahun 2018; 

b. pedoman bagi Pemerintal1 Dacrah dalam menyusun 
KUA dan PPAS serta Rancangan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018;dan 

c. alat untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi 
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 
dan pengawasan pembangunan. 
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Pasal 4 

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah membuat laporan 
kinerja triwulanan dan tahunan atas pelaksanaan 
rencana kerja dan anggaran berisi uraian tentang 
keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing 
program. 

(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan kepada Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Bojonegoro paling 
lambat 14 (empat belas) hari seteiah berakhimya 
triwulan yang bersangkutan. 

(3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagian 
analisis dan evaluasi usulan anggaran tahun berikutnya 
yang diajukan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang 
bersangkutan. 

Peraturan Bupati 
diundangkan. 

ini 

Pasal 5 

mulai berlaku pada tanggal 

Agar setiap 
pengundangan 
penempatannya 
Bojonegoro. 

orang mengetahuinya memerintahkan 
Peraturan Bupati 1ru dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten 

Ditetapkan di Bojonegoro 
pada tanggal 31 Mei 201 7 

BUPATIBOJONEGORO, 

ttd. 

H. SUYO TO 
Diundangkan di Bojonegoro 
pada tanggal 3 1 Mei 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO 

ttd. 

SOEHADI MOELJONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2017 NOMOR 62. 

bina Utama Madya 
,NIP. 19600131 198603 1 008 


